DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta;

Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar
Grafika, Jakarta;

, 2014, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
Amir  Syarifuddin,-1984; | Pelaksanaan ‘Hukum ; Kewarisan. Islam Dalam
Lingkungan Hukum Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung;

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta;

A.P. Parlindungan, 1997, Hukum Agraria Serta Landreform, Ctk.Pertama, CV.
Mandar Maju, Bandung;

Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta;

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju'Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang
Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung;

Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta;

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria' Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah
Nasional, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta;

CST.Kansil dan Christine Kansil, 2006, Modul Hukum Perdata, PT. Malta
Printindo, Jakarta,

G. Kartasapoetra., dkk, 1985, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah, PT. Bina Aksara, Jakarta;

Irwan Soehartono, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian
Bidang kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung;

Mohammad Nazir, 2011, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Ul Press, Jakarta;



, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(UI-Press), Jakarta;

Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta,
Kencana,;

Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang tentang  Peraturan: Dasar.;Pokok-pokok Agraria Nomor 5
Tahun 1960; '

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Mentri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
Nomor 9 Tahun 1999;

Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 521 tahun 2013 tentang
Penjelasan status hukum Ex Verponding 1794;

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian
Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997,
C. WEBSITE

Badan Pertanahan Nasional, Jurnal Pertanahan, http://perpustakaan.bpn.go.id/e-
library/Digital%20Documents/Koleksi 5757.pdf,

D. JURNAL

Jurnal llmiah Bhumi No 5 Tahun 3 September 2011, Julius Sembiring.


http://perpustakaan.bpn.go.id/e-library/Digital%20Documents/Koleksi_5757.pdf
http://perpustakaan.bpn.go.id/e-library/Digital%20Documents/Koleksi_5757.pdf

